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ABSTRAK

Tesis ini berjudul.” Esensi Makna dan Fungsi Asas Kekeluargaan dalam
Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Penerapanya dalam Putusan
Pengadilan” yang akan membahas mengenai : Bagaimana esensi makna dan
fungsi asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang
dinormakan dalam peraturan Perundang-Undangan, Bagaimana asas kekeluargaan
diwujudkan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam Anggaran Dasar
Koperasi Simpan Pinjam, Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK yang
menggunakan asas kekeluargaan dalam pengelolaan koperasi sedangkan Putusan
Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh tidak menggunakan asas
kekeluargaan, Bagaimana penormaan Asas Kekeluargaan dalam pengelolaan
Koperasi Simpan Pinjam dalam peraturan Perundang-undangan dan Anggaran
Dasar Koperasi Simpan Pinjam dalam upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa
yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah
preskriptif, yang penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum,
nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-
norma hukum dengan menggunakan Pendekatan Perundangan, Pendekatan
Konseptual, Pendekatan Kasus, Pendekatan Analitis, Pendekatan sejarah
Hukumdan pendekatan Perbandingan. Bahan Hukum yang digunakan dalam tesis
ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, yang dinilai
relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Hasil
penelitian terkait dengan isu hukum diatas : Pertama makna Asas Kekeluargaan
secara filosofis dan secara Yuridis yang dimana Asas kekeluargaan ini adalah asas
yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kedua, Asas
kekeluargaan diwujudkan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam
Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam diterapkan di Koperasi Karyawan Pusri
adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dapat berupa
negoisasi maupun mediasi yang dilakukan pengurus. Ketiga, untuk menjelaskan
pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.
119/Pdt.G/2015/PN.YK yang menggunakan asas kekeluargaan dalam pengelolaan
koperasi  sedangkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo  No.
97/Pdt.G/2015/PN.Skh tidak menggunakan asas kekeluargaan. Keempat Untuk
Upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang memang tidaklah
mudah untuk mewujudkan koperasi yang ideal untuk itu diperlukan pengertian
dan itikad baik dari Pemerintah dan semua pihak.

Kata Kunci: Asas Kekeluargaan, Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam
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ABSTRACT

The title of this thesis was "The Essence and Functions of the Principle of Kinship
in the Management of Saving and Loan Cooperation and Their Application in the
Court Decisions" which discussed: How is the essence and function of the
principle of kinship in the management of the normed Savings and Loans
Cooperation in the Laws and Regulations, How is the principle of kinship
manifested in the management of Savings and Loans Cooperation in the Articles
of Association of Savings and Loans Cooperation, How to Judge Legal
considerations in the Yogyakarta District Court Decision No. 119 / Pdt.G / 2015 /
PN. YK which used the principle of kinship in the management of cooperation
while the Sukoharjo District Court Decision No. 97 / Pdt.G / 2015 / PN.Skh did
not use the principle of kinship, how to normalize the principle of kinship in the
management of Savings and Loans Cooperation in the legislation and the Articles
of Association of Savings and Loans in the effort to achieve the objectives of the
Cooperative in the future. The method used in this thesis research was
prescriptive, the legal research aimed to study the purpose of the law, the values
of justice, validation of the rule of law, legal concepts, and legal norms by using
the Law Approach, Conceptual Approach, Case Approach, Approach Analytical,
Historical approach to Law and Comparative approaches. Legal materials used in
this thesis were primary legal materials, secondary and tertiary legal materials,
which were considered relevant to legal issues that were discussed in this thesis
research. The results of the research were related to the above legal issues: First
the meaning of the principle of kinship is philosophical and juridical in which this
principle of kinship is a principle that is indeed in accordance with the soul and
personality of the Indonesian people. Secondly, the principle of kinship embodied
in the management of Savings and Loans Cooperation in the Articles of
Association of Savings and Loans Cooperative applied in the Employee
Cooperative Pusri was by way of deliberation to reach consensus that can take the
form of negotiation and mediation carried out by the management. Third, to
explain the Judicial Legal considerations in the Yogyakarta District Court
Decision No. 119 / Pdt.G / 2015 / PN. YK which used the principle of kinship in
the management of cooperation while the Sukoharjo District Court Decision No.
97 / Pdt.G / 2015 / PN. did not use the principle of kinship. Fourth For efforts to
achieve the objectives of the Cooperative in the future it is indeed not easy to
realize an ideal cooperative for that it requires understanding and good faith from
the Government and all parties.

Keywords: Principle of Kinship, Cooperation, Savings and Loans Cooperation
Principles
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utama nya
bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya.
Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha
dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya.®
Koperasi sendiri mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha
bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam
rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan
ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan
pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi di
indonesia .2

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena
Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di
Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara
efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapai hambatan
struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan.

Koperasi sebagai salah satu pelaku industri yang berbeda dengan yang lain,
mempunyai tantangan tersendiri untuk menghadapi perdagangan bebas, baik dari

sektor gerakan maupun permasalahan internal  koperasi itu  sendiri.

! Tom Gunandi, 1981.Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945. Bandung :
Penerbit Angkasa. HIm. 349.
2 1bid., him. 350.
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Eksistensi gerakan Koperasi sebagai suatu institusi ekonomi diharapkan dapat
berperan sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi nasionalsekaligus sebagai
soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran koperasi harus
terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan
sekaligus dapat meningkatkan kegairahan berusaha di kalangan masyarakat
dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang sehingga
koperasi benar-benar mampu menunaikan peranannya menjadi soko guru
perekonomian Indonesia.

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang pernah
diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, namun Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 membatalkan Undang-Undang Nomor 17
tahun 2012 tentang Perkoperasian karena Undang-Undang tersebut berjiwa
Korporasi dan telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang
menjadi ciri khas Koperasi itu sendiri sehingga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Untuk menghindari kekosongan hukum maka Undang-
Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk
sementara waktu sampai terbentuknya Undang-Undang baru. Pengertian koperasi
menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Koperasi,

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.”

Adapun tujuan Koperasi diatur didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun

1992 Tentang Perkoperasian,
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“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada
Khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju
,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945.”

Koperasi sendiri dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan
sektor usahanya,yaitu: koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi
jasa, dan koperasi pemasaran. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan
bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan
dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang
serendah-rendahnya.® Di dalam Undang-Undang Perabankan Nomor 10 tahun
1998 pasal 1 ayat (5),

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat
deposit tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
pengolahan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
(partisipasi anggota tersebut dalam koperasi). Pemberian balas jasa yang terbatas
terhadap modal , kemandirian pendidikan koperasi dan kerja sama antar koperasi.*
Dalam koperasi sendiri sudah memiliki beberapa dasar hukumnya baik undang-
undang Koperasi sendiri maupun dasar hukum mengenai perjanjian simpan
pinjam. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 perjanjian
adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada

satu orang atau lebih. Dengan adanya perjanjian selain timbul adanya hak dan

% Ibid., him 365
4 M.Amin Aziz(Ed), 1993. Koperasi dan Argoindustri prospek Pengembangan Pada PJPT
Il . Jakarta: Cides ppa Ug. HIm. 18.
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kewajiban namun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum

menimbulkan akibat hukum atau undang-undang.

Dengan adanya perjanjian terdapat hubungan hukum dari para pihak yaitu
suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.
Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1759 kewajiban yang dimilki
oleh kreditur untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah diinjamkan
sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sedangkan
kewajiban debitur tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal
1766 menyatakan bahwa barang siapa sudah menerima suatu pinjaman dalam
perjanjian menyebutkan adanya bunga yang wajib dibayar, maka uang pinjaman
tersebut haru dikembalikan dan membayar bunganya walaupun pengembalian
uang pinjaman itu dilakukan takala sudah lewat waktu pelunassan menurut
perjanjian.

Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian
kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian
dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, asal tidak melanggar
undang-undang , ketertiban umum dan kesusilaan.® Perjanjian kadang kala tidak
berjalan sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan antara pihak debitur dan
kreditur, salah satu hambatannya yaitu wanprestasi. Wanprestasi merupakan
bentuk dari sikap pengingkaran salah satu pihak yang berjanji yang tidak

menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan

5 Salim Hs, 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika. HIm.
155-156.
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dalam perjanjian antara pihak debitur dan kreditur.® Pasal 33 ayat 1 UUD 1945
secara tegas mengamanatkan agar “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.” Karena perckonomian secara keseluruhan
diamanatkan untuk disusun berdasarkan asas kekeluargaan, maka seluruh lini dan
bagian dalam perekonomian Indonesia seharusnya juga disusun dengan asas
tersebut. Artinya, pada tingkat dunia usaha, asas kekeluargaan seharusnya
diamalkan pula oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan asas kekeluargaan? Menurut
Bung Hatta, “Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah
istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid
yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak
koperasi Indonesia,” Berdasarkan penjelasan Bung Hatta tersebut dapat diketahui
bahwa secara langsung asas kekeluargaan memang identik dengan koperasi.
Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, karena Pasal 33
UUD 1945 telah mengangkat jati diri koperasi itu sebagai asas perekonomian
nasional, maka badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta pun
sesungguhnya memiliki kewajiban untuk mengamalkan asas tersebut.’

Pengamalan asas kekeluargaan oleh koperasi dapat ditelusuri antara lain
dengan menyimak dua Prinsip Koperasi berikut. Pada koperasi berlaku prinsip
keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, setiap orang yang
memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota

koperasi itu. Selanjutnya, pada koperasi juga berlaku prinsip pengendalian oleh

®1bid., him. 157.
7 Arfinal Chaniago, dkk, 1973. Pendidikan Perkoperasian Indonesia. Bandung : Angkasa
Cetakan ke-2. HIm. 25.
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anggota secara demokratis. Artinya, setiap anggota koperasi memiliki hak suara
yang sama, satu orang satu suara.®

Dengan mengamalkan kedua prinsip tersebut, maka koperasi tidak hanya
membebaskan diri dari jebakan individualisme. Bersamaan dengan itu koperasi
juga berusaha membebaskan diri dari jebakan hubungan buruh majikan
sebagaimana terdapat pada perseroan. Terlepas dari kedudukan dan jabatannya
setiap orang yang turut berperan memajukan koperasi pada dasarnya memiliki
kedudukan yang sama, yaitu sebagai anggota koperasi.®

Berdasarkan hal-hal tersebut menarik untuk mengkaji sebuah putusan
Pengadilan Negri Yogyakarta NO.119/Pdt.G/2015/PN.YK antara koperasi Urip
Mulyo melawan Kuntjoro. Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak
kuntjoro terhadap koperasi Urip Mulyo, dimana bapak Kuntjoro meminjam uang
sebanyak Rp.78.000.000 dengan bunga 3% per bulan selama 3 bulan mulai
tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 20 Agustus 2010 dan apabila Bapak Kuntjoro
belum bisa melunasi hutangnya selama 3 bulan maka bapak Kuntjoro dikenakan
denda 1/1000 per hari dari jumlah sisa pembayaran tertunda sebagaimana yang
teruang dalam perjanjian kredit No. 0094/PK/V/2010 dengan jaminan Sertifikat
Hak Milik atas tanah No. 050017 yang diikat dengan Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 287/2010 yang dibuat dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo
sebagai PPAT dikabupaten bantul.

Namun pada pelaksanaanya, Bapak Kuntjoro belum mampu melunasi

hutangnya selama 3 bulan maka bapak Kuntjoro dikenakan denda 1/1000 per hari

8 1bid., him. 55.
° 1bid., him.56
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dari jumlah sisa pembayaran tertunda. Selama ini, Bapak Kuntjoro baru
membayar sebagian hutangnya dan bunganya sebesar Rp. 80.730.000 yaitu dari
tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2013, kemudian membayar lagi
pada tanggal 4 April 2013, kemudian membayar lagi pada tanggal 4 April 2013
sebanyak Rp.20.420.000,- dan pada tanggal 6 April 2013 sebanyak Rp.9.000.000
dan bapak Kuntjoro menganggap hutangnya sudah lunas, sedangkan menurut
pihak koperasi Urip Mulyo mengihitung sisa hutang pokoknya dari jatuh tempo
pembayaran yaitu pada bulan Agustus 2010 sampai gugatan dilayangkan yaitu
tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan perjanjian, sebanyak Rp.78.000.000,- -Rp.
29.420.000,- = Rp. 48.450.000,-, bunganya sebanyak Rp.145.080.000,- -
Rp.80.730.000,- =64.350.000,- dendanya sebanyak 3% x 32 bulan x
Rp.48.580.000,- = Rp. 46.636.800,- jadi total sisa hutang bunga dan denda
sebanyak Rp. 159.536.800,-

Pada saat pembuktian, pihak tergugat mengajukan bukti pembayaran (T-4)
yang jumlah totalnya senilai Rp. 101.150.000,- dan hakim menilai bukti tersebut
dengan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Koperasi pasal 1 ayat (1) dan
pasal 2. Pada Pasal 1 ayat (1) tertuliskan Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang perorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan pada Pasal 2 menjelaskan
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasar

atas asas kekeluargaan. Sehingga majelis menyatakan tergugat telah melunasi
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seluruh hutangnya, oleh karena itu di dalam putusan hakim menyatakan gugatan
ditolak.

Ada pula kasus yang hampir sama pada Putusan Pengadilan Negeri
Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh mengenai sengketa perjanjian utang
piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukaharjo Hakim
mengabulkan gugatan Penggugat yang pada intinya bahwa terbukti Tergugat
melakukan Wanprestasi. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam
putusan tersebut selain mempertimbangkan alat bukti dan isi perjanjian yang
dimana sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata
Hakim juga menyatakan bahwa para Tergugat dianggap melakukan Wanprestasi
karena sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam pasal 1883 KUHPerdata yaitu
Debitur tidak melakukan apa yang disnaggupi akan dilakukannya. Dengan
demikian Hakim memutuskan mengabulkan gugatatan Penggugat. Dari kedua
kasus tersebut Hakim memutuskan masalah menggunakan dua pertimbangan yang
berbeda. Kasus pertama menggunakan Undang-Undang Perkoperasiaan
sedangkan kasus kedua menggunakan KUHPerdata.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk mengadakan penilitian
ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul “Esensi Makna
dan Fungsi Asas Kekeluargaan dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

dan Penerapanya dalam Putusan Pengadilan”.
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B. Isu Hukum

1. Bagaimana esensi makna dan fungsi asas kekeluargaan dalam
pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang dinormakan dalam peraturan
Perundang-Undangan ?

2. Bagaimana asas kekeluargaan diwujudkan dalam pengelolaan Koperasi
Simpan Pinjam dalam Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam ?

3. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan
Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK menggunakan Undang-
undang Koperasi yang menganut asas kekeluargaan dalam pengelolaan
koperasi dan  Putusan Pengadilan  Negeri  Sukoharjo  No.
97/Pdt.G/2015/PN.Skh menggunakan KUHPerdata yang tidak menganut
asas kekeluargaan ?

4. Bagaimana penormaan Asas Kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi
Simpan Pinjam dalam peraturan Perundang-undangan dan Anggaran
Dasar Koperasi Simpan Pinjam dalam upaya pencapaian tujuan Koperasi
di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan esensi makna dan fungsi asas kekeliargaan
dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam yang dinormakan
dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menjelaskan asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi

simpan pinjam dalam anggaran dasar Koperasi simpan pinjam.
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2.

3. Untuk menjelaskan pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK
menggunakan Undang-undang Koperasi yang menganut asas
kekeluargaan dalam pengelolaan koperasi dan Putusan Pengadilan
Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh  menggunakan
KUHPerdata yang tidak menganut asas kekeluargaan.

4. Untuk mengembangkan penormaan asas kekeluargaan dalam
pengelolaan Koperasi simpan pinjam yang dinormakan dalam
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dalam upaya

pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang.

Manfaat Penelitian

a)

b)

Manfaat teoretis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum

khususnya  hukum bisnis mengenai asas kekeluargaan Koperasi

simpan pinjam serta hukum perjanjian dalam Koperasi simpan pinjam.

Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah

yang diteliti seperti:

1. Pengelola/Pengurus  Koperasi, dengan adanya penelitian ini
bermanfaat untuk pengelola dan pengurus Koperasi untuk ke depan
agar mengutamakan asas kekeluargaan dalam Koperasi Simpan

pinjam.
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. Anggota Koperasi simpan pinjam, lebih memahami tentang Koperasi
simapan pinjam dan mengetahui landasan-landasan hukum yang
digunakan didalam Koperasi Simpan Pinjam.

. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini kedepannya masyarakat
mengetahui dan memahami tentang Koperasi Simpan Pinjam,
sehingga lebih banyak lagi masyarakat memilih menggunakan
Koperasi Simpan Pinjam.

. Pemerintah dan Pejabat, diharapkan dengan adanya penelitian ini
pemerintah dan pejabat dapat menjadikan asas kekeluargan menjadi
suatu aturan yang harus diterapkan.

. Hakim Pengadilan, dengan adanya penelitian ini apabila ke depan
timbul permasalahan seperti ini, Hakim Pengadilan dalam
memutuskan suatu perkara menjadikan asas kekeluargaan sebagai
landasan hukum yang diutamakan khususnya hukum Perkoperasian.

. LSM, dengan adanya penelitian ini dapat memberi pengetahuan lebih
tentang asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam
apabila ada masyarakat yang mengalami masalah didalam Koperasi

simpan pinjam.

D. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritik merupakan uraian tentang keseluruhan teori - teori

hukum vyang saling berkaitan dengan pengertian yang jelas, bangunan

konsisten, penataan sederhana, dan fotmulasi jelas. Dalam dunia ilmu, teori

menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana
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untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan
secara lebih baik.

Teori hukum, (rechtstheorie) dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin
hukum vyang dalam respektif interdisipliner dan eksternal secara Kkritis
menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam
kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam
praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik
dan memberikan penjelasan sejernin  mungkin tentang bahan hukum yang
tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataaan kemasyarakatan.®

1. Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan.
Pelaksanaan atau praktek hukum di Negeri ini tidak hanya terletak pada aparat
penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam
mengartikan atau mendefenisikan pengertian 3 substansi hukum yakni keadilan,
kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru di
masyarakat kita, akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dimana di dalamnya
terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai eksistensi penerapan
hukum di Indonesia.**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar yang
dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbuch dimana orientasinya
adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah

satunya adalah di Indonesia tentunya. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum

10 Notohamidjojo,1973. Rahasia Hukum. Jakarta : BPK Gunung Mulia. HIm. 13.
1 https://www.suduthukum.com/2017/11/teori-gustav-radoruch-hukum-itu.html
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adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara
aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi
kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar.
Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas
upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha
mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah
mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati,
mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan
seluruh rakyat. Jika dikaitkan dengan Koperasi di Indonesia terutama koperasi
simpan pinjam dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi
ini menciptakan keadilan bagi masyarakat terutama masyaraat koperasi, karena
anggota koperasi daat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara
menyeluruh. Dengan sistem ekonomi kerakyatan ini maka mengutamakan
kepentingan masyarakat bukan kepentingan orang per orang.*?

Sistem ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mencitakan pemerataan ekonomi
dimasyarakat dengan demikian dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat ,
baik masyarakat sebagai anggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya.
Sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga
dibutuhan diantara mereka. Maka dengan demikian dapat menciptakan rasa
keadilan didalam masyarakat sehingga teori keadilan berdasarkan Pancasila yang

mengedepankan rasa keadilan juga terpenuhi.*®

12 1hid.
13 John Rawls dalam Suhardi, Moh. Taupik dan Fauziah, 2012. Hukum Koperasi Usaha
Mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Jakarta: Akademia. HIm. 12.
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teori Negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Prof. Mr. R. Kranenburg
seorang ahli hukum Jerman. Adapun teori yang dikemukakan antara lain :

1. Negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum berkala, tetapi secara

aktif mengupayakan kesejahteraan warga negarannya.

2. Negara harus benar-benar bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh

warga negarannya secara merata dan seimbang.

3. Negara hukum bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu saja,

tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat didalam Negara.

Teori Negara Kesejahteraan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam
dengan menerapkan sistem perekonomian diharapkan negara harus benar-benar
bertindak adil untuk mengupayakan kesejahteraan warga negara. Sehingga dalam
menjalankan pengelolaan Koperasi Negara dalam hal ini Pemerintah dapat
mengawaasi dan jadi penyeimbang untuk terbentuknya sistem ekonomi yang baik
dan Koperasi menjadi landasan untuk penerapan ekonomi kerakyataan dengan
menggunakan asas kekeluargaan.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian tesis ini menggunakan teori tentang
Campur tanggan negara dalam perekonomian yang dikembangkan dalam
hubungannya dengan konsep rule of law mengandung tiga unsur yakni supremacy
of law, equality before the law, due process of law, dan the costitution based on
individual right. Konsep rule of law pertama kali dikenal dan dikembangkan oleh
ilmuan kebangsaan Inggris Dicey. Dalam bahasa Dicey, hukum tidak lain

merupakan supermasi dan semua orang sama dimata hukum dengan pengauan
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pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Apabila konsep rule
of law dikaitkan dengan jargon The rule of law, and not of man,dalam istilah ini,
yang di anggap sebagi pemimpin yang sesungguhnya bukanlah orang perorang,
melainkan hukum itu sendiri. Penekanan pentingnya kepemimpinan hukum yang
dihadapkan dengan kepemimpinan orang ini berkembang karena pengalaman
umat manusia dihampir semua peradapan memang mewariska tradisi yang sangat
feodalistik dan bahkan juga paternalistik dengan kecenderungan untuk
menganggap pemimpin sebagai seorang ayah yang penuh kewibawaan yang
otoritatif.*

Konsep Dicey sebagai variabel yang mempengaruhi fungsi negara, dengan
asumsi dasar pemikiran Dicey digunakan secara berkesinambungan oleh negara
untuk mengatur segi-segi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kaitannya
dengan persoalan perekonomian. Oleh karena itu berdasrkan teori Dicey, Sri
Redjeki Hartono menyatakan bahwa asas campur tanggan negara terhadap
kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari tiga asas penting yang dibutuhkan
dalam rangka pembinaan cita hukum dari asas-asas hukum nasional ditinjau dari
aspek hukum dagang dan ekonomi. Sedangkan dua asas lain adalah asas
keseimbangan dan asas pengawasan publik.®

Berdasarkan teori campur tanggan Negara dalam perekonomian jika
dikaitkan dengan koperasi Indonesia terutama koperasi simpan pinjam dengan

menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini haruslah berpihak

14 A.V. Dicey dalam Jimly Asshiddigie, 2008. Pokok-pokok hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Reformasi. Jakarta : Bhuana ilmu Populer. HIm. 302-303.

15 Sri Redjeki Hartono oleh Dicey,2000. Kapita selekta Hukum Ekonomi. Bandung :
Mandar maju. HIm. 13.

30



pada seluruh rakyat Indonesia dengan pengawasan dan kontrol dari Negara dalam
hal ini Pemerintah sehingga dapat terbentuknya sistem ekonomi yang baik dengan
koperasi sebagai soko guru dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan.
Pemerintah selain bertindak sebagai pengawasan tetapi juga bertindak sebagai
penyeimbang jalannya roda perekonomian dengan sistem ekonomi kerakyatan
yang tidak berpihak hanya kepada pelaku usaha besar seperti perusahaan swasta.
Keberadaan asas hukum adalah conditio sine qua non bagi norma hukum,
karena mengandung nilai-nilai dan etis, yang mengarahkan pembentukan hukum
yang memenubhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-
nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat,
serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan hukum berlaku.*®
Smith, sebagaimana dijelaskan oleh Harlie Budiono, memahami asas hukum
mempunyai tiga fungsi, yaitu pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan
keterjalinan dari aturan-aturan yang tersebar; kedua, asas-asas hukum dapat
difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah bar yang muncul
dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Ketiga, yaitu asas-asas hukum
dalam hal demikian dapat dignakan untuk menulis ulang “menulis ulang” bahan-
bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi

terhadap persoalan-persoalan baru berkembang.’

16 Soejadi, 1999. Pancasila sebagai Sumber Terbit Hukum Indonesia. Jakarta: Lukman
Offset. HIm. 68.

17 Smith, dalam Harlien Budiono, 2006. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian
Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia. Bandung : PT Citra
Aditya Bakti. HIm. 82.

18 Notohamidjoyo, 1995. Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
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Selain itu, menurut Notohamidjoyo, asas hukum memiliki arti penting
sebagai berikut.
a. Perundang-ndangan harus mempergunakan asas hukum sebagai
pedoman kerjanya.
b. Hakim melakukan interprestasi hukum berdasarkan asas-asas hukum.
C. Hakim_perlu mempergunakan asas hukum apabila dia akan melakukan
d. aHnsll?r?]L dapat melakukan koreksi terhadap perundang-undangan
apabila undang-undang karena tidaj dipakai terancam kehilangan
maknanya.8
3. Applied Theory
Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori badan hukum dan
badan usaha, badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang
diperlukan keberadannya sehingga disebut Legal entity.®Badan hukum adalah
subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang
berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui
sebagai pendukung hak dan kewajiban, sedangkan Badan usaha disini adalah
badan usaha Koperasi.

Prinsip koperasi berasaskan kekeluargaan merupakan esensi dari dasar kerja
koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas jati diri koperasi yang
membedakannya dari badan usaha lain. Sifat sukarela dalam keanggotaan
koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh
dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa

seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat

yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

Wirjono Prodjokoro. 2011. Azaz —azaz Perjanjian. Bandung : Mandar Maju. Him. 25.
19 1.G. Rai Widjaya, 2006. Hukum Perusahaan. Bekasi : Kesaint Blanc. HIm. 127.
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Adapun yang menjadi aturan pelaksanaan terhadap kegiatan Simpan Pinjam
pada Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pengertian Koperasi
Simpan Pinjam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995,
“kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui
kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang
bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau
anggotanya”.

Secara umum asas-asas hukum perkoperasian diatur dalam pasal 33 ayat 1
Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi , karena ityu koperasi mendapat
misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan atas
asas yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang
perorangan. Kemudian diejlaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun
1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Koperasi berdasar atas
asas kekeluargaan.

E. Penjelasan Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan
pengertian terhadap istilah — istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis
ini, oleh karena itu disusunlah beberapa konsep - konsep yang akan

digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini.
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1. Makna

Shipley berpendapat bahwa, jika seseorang menafsirkan makna sebuah
lambang, berarti ia memikirkan sebagaimana mestinya tentang lambang tersebut;
yakni suatu keinginan untuk menghasilkan jawaban tertentu dengan kondisi-
kondisi tertentu pula.?°Batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan
karena setiap pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang
berbeda dalam memaknai sebuah ujaran atau kata. Dalam penulisan tesis ini,
makna yang dimaksud adalah tentang bagaimana semestinya asas kekeluargaan
dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam.

2. Fungsi

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama

berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Fungsi yang dimaksud dalam tesis ini
adalah fungsi asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam.?:

3. Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua
sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian
suatu tujuan kerja tertentu. Irawan mendefenisikan bahwa
“Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan
pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan

fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.”??

20 Saussure Shipley dalam Chaer, Abdul. 2007. Linguistik Umum. Jakarta: PT Rineka
Cipta. HIm. 11.
21 https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi diaskes 15 april 2018
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4. Koperasi
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

pada Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

5. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih
yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-
masing pihak.

6. Simpan Pinjam

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
tentang pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menentukan bahwa:
“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya
setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUHPer Pasal 1754 ialah

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain

22 Andjar Pachta W,2005. Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy, Hukum Koperasi
Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha, Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada
Media. HIm. 19.
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suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat
bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula.?®

7. Koperasi Simpan Pinjam

Kegiatan simpan pinjam pada Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi. Pengertian Koperasi simpan pinjam menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1995 pasal 1 angka 2, adalah koperasi yang kegiatan usahanya
hanya simpan pinjam untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui
kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang
bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau
anggotanya”.

8. Asas Kekeluargaan

Koperasi berasaskan kekeluargaan, hal ini secara jelas tertuang di dalam

pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas
kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian
bangsa Indonesia. Koperasi di Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya
terdapat kepribadian sebagai cerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan,
tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke Tuhanan
Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam artian kerja sama, saling membantu,

kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.?*

2 Wirjono Prodjokoro, Op.cit., him : 26
24 1bid.
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9. Putusan Hakim
Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan
yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,
diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan
suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang
disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk
tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep
putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan
di persidangan oleh hakim.?
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian tesis ini adalah preskriptif, yang menurut Peter Mahmud
Marzuki penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma
hukum. ?® Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori,
atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapinya.?” Dengan demikian penelitian ini tergolong penelitian hukum yang
bersifat preskriptif karena permasalahan yang diteliti tentang bagimana
penormaan asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam

upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang.

% Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh.
Yogyakarta: Liberty.

26 peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum. Jakarta : kencana. HIm. 22.

27 |bid.
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2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundangan (Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalh pendekatan dengan
menggunakan legislasi dan regulasi. Peter Mahmud Marzuki menuturkan
bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis,
pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti
untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu
Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-
Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi Undang-
Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk
memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan
akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya
Undang-Undang tersebut.?®

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan
peneliti dalam menelaah dan memahami peraturan hukum yang mengatur
mengenai asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pendekatan konseptual beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

28 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 93
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doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide
yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,
dan asas-asas hukum vyang relevan dengan isu yang dihadapi.
Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut
merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi
hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.?

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan
kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan
syariah.

c. Pendekatan Filsafat Hukum (Legal Philosophical Approach)

Pendekatan Filsafat hukum akan mengupas isu hukum dalam
penelitian dan mengupasnya secara mendalam maka akan diketahui
landasan hukum dikeluarkannya pasal hukum terkait, sehingga dapat
menjadi dasar pertimbangan bepikir bagi peneliti untuk melakukan
analisis hukum agar dapat melihat nilai-nilai keadilaan dalam Koperasi
Simpan Pinjam.*°
d. Pendekatan Sejarah Hukum (Legal Historical Approach)

Pendekatan sejarah hukum dilakukan dalam kerangka pelacakan

sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat

29 1bid., hlm. 95
*Olbid.
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membantu peneliti untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari
waktu ke waktu.®!
e. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap. Dalam
menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti
adalah ratio decindendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh
hakim untuk sampai kepada putusannya.>?

f. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Peter Mahmud menjelaskan pendekatan analitis terhadap bahan
hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-
istilah yang digunakan dalama aturan perundang-undangan secara
konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-
putusan hukum”.®3

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami
istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan
kompetensi absolut peradilan pada penyelesaian sengketa perbankan
syariah. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya

perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam

penelitian ini.

31 Peter Mahmud Marzuki, Log. cit., hIm. 166
32 Ibid., him 158
33 Jonny Ibrahim, Op. cit., him. 256
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g. Pendekatan Perbandingan (Comprative Approach)

Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi
perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan suatu metode
yang bersifat deskriptif yang tujuan utamannya adalah untuk
mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang
mempunyai sasaran tertentu.®*

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari
hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan
bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum
tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data
sekunder®. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk
memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber
hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer

dan bahan-bahan hukum sekunder.® Bahan hukum primer merupakan bahan

% Ibid., him. 172.

35 Lain halnya menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian
normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang
lingkup yang sangat luar, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada
dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhamad, 2004.
Hukum dan Penelitian Hukum. him. 122. Bandung: Citra Aditya Bakti.

3% Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer,
sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila
dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai IImu
Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan
jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan
non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai
penelitian hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., him. 143-144
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hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-
bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.®’
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,
yang terdiri dari:
1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, yaitu:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian
c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

3" 1bid., him. 141
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d) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
N0.119/Pdt.G/2015/PN.YK dan Putusan Pengadilan Negeri
Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh
e) Dan lain-lain Peraturan yang berhubungan dengan
penelitian tersebut.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami
bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil karya
tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain-lain bahan sekunder yang
berhubungan.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primier dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada
relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.38
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan
hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung
dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi
kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang

dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content

38 Soerjono Soekanto, 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia. HIm. 52.
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analisys.® Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji
dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan,
arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan
dengan asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam.
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum
terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis ini dilakukan
dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas
permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan
jawaban atas pokok isu hukum melalui beberapa tahap. Pertama, mengidentifikasi
fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok isu hukum.
Kedua, pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum. Ketiga,
telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah
dikumpulkan. Keempat, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi
dengan menjawab isu hukum. Kelima, mengajukan preskripsi berdasarkan
argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.*°

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulam dengan logika
deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif
yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi

kesimpulan yang lebih khusus.

39 Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media
Group. Him. 22.
40 |hid., him.141.
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Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis
yang dapat menjawab pokok permasalahan. Hal demikian dimaksudkan untuk
menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif
dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang
diteliti. * Metode deduktif merupakan prosedur penyimpangan logika ilmu
pengetahuan yang bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui

dan, disimpulkan secara lebih khusus.

1 1bid., him. 165.
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